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Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenunhi
persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif.

K egagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat
meminta pembatalan perjanjian. Sementaraitu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian
mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata Indonesia. Terdapat
problematika mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dimana, hal tersebut
merupakan salah satu aspek formalitas dari suatu perjanjian tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu
persyaratan material karena hal itu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata,
dinyatakan bahwa Suatu penyebab dilarang, jika alasan itu dilarang oleh hukum atau jikaitu bertentangan
dengan moralitas atau dengan ketertiban umum. Skripsi ini terutama membahas konsekuensi hukum jika
perjanjian hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis
empiris untuk membuktikan apakah itu melanggar keduanya, 1) kewajiban formal untuk menulis perjanjian
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Simbol Nasional dan Lagu Nasional dan 2) persyaratan obyektif dari suatu perjanjian. Skripsi
ini akan menganalisis secara mendalam putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor:
1572K/Pdt/2015 yang telah dibahas secara besar-besaran karena putusan ini telah menjadi tolak ukur dengan
memilih untuk mencabut perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama L estari (sebagai debitur
Indonesia) dan Nine AM (sebagai kreditor asing) dengan dalil bahwa perjanjian tersebut hanya
menggunakan bahasa Inggris oleh karenaitu bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009.

<hr>

Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement must essentially fulfill the legal
requirements of an agreement, which is divided into subjective and objective requirements. Failure to fulfill
the subjective requirements of an agreement would result in one of the parties could request for the
cancellation of the agreement (voidable). Meanwhile, failure to fulfill the objective requirements of an
agreement would result in the agreement become null and void, based on Article 1335 of Indonesian Civil
Code. Thereis aproblem regarding the use of Indonesian in an agreement where, it is one of the formality
aspects of an agreement but also could be considered as one of the material requirement sinceit is stipulated
under the law. Pursuant to Article 1337 of the Civil Code, it is stated that A causeisforbidden, if that reason
is prohibited by law or if that is contrary to morality or with public order. This thesis mainly discusses the
legal consequencesif an agreement only executed in English. Thisthesiswill be using juridical empircal
approach to prove whether or not it does violate both, 1) the formal obligation to write the agreement in
Bahasa Indonesia (formal obligation) as stipulated in Article 31 Law No. 24 of 2009 concerning Flag,
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Language, and National Symbols and National Songs and 2) the objective requirements of an agreement
(objective requirements). This thesiswill deeply analyze verdict from Supreme Court Decision with
Number:1572K/Pdt/2015 that has been massively discussed since this verdict has became a benchmark by
chose to revoke the loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (as Indonesia's debtor) and
Nine AM (asforeign creditor) with the argument that the agreement only used English therefore it against
the Law No. 24 of 2009.



